5.1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial

menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS), maka ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan berada pada kategori baik. Nilai koefisien determiniasi
menunjukan bahwa kontribusi variabel Kualitas DAPODIK, Variabel
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Variabel Kompetensi
Pengelola Keuangan Sekolah berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Pelaporan Keuangan sebesar 70.6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hal ini bermakna
bahwa semakin baik Kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah
maka semakin baik Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Semakin baik
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maka semakin baik
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan begitu juga Semakin Baik Kompetensi
Pengelola Keuangan maka semakin baik Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan. Hasil ini sekaligus menerima Hipotesis Pertama

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas Data Pokok
Pendidikan (DAPODIK) berada pada kategori baik, sedangkan Hasil uji

statistik menunjukkan bahwa kualitas dari Data Pokok Pendidikan

89



(DAPODIK), tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan. Hal ini bermakna apabila Kualitas Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK) masing-masing satuan Pendidikan semakin berkualitas maka
akan mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas. Artinya
semakin berkualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) satuan
pendidikan maka, maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas semakin
baik.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RKAS) berada pada kategori baik, sedangkan Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini bermakna
apabila Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersusun secara baik
maka akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas.
Artinya semakin baik Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maka
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas semakin baik.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola
Keuangan pada Satuan Pendidikan berada pada kategori baik, sedangkan
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini
bermakna apabila Kompetensi Pengelola Keuangan semakin baik maka
akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas.
Artinya semakin baik Kompetensi Pengelola Keuangan maka Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan Dinas semakin baik.

90



5.2. Saran
Sesuai hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis serta kesimpulan di atas

maka disarankan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan
dapat memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas
DAPODIK satuan Pendidikan, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
(RKAS) dan juga Kompetensi Pengelolaa Keuangan.

2. Mendorong peningkatan Kualitas DAPODIK secara khusus terhadap
indikator Mutakhir yang berdasarkan hasil analisis statistik deskripsi
mendapat nilai rendah. Perhatian Dinas dengan memberikan dorongan
melalui arahan dan petunjuk resmi secara intensif kepada sekolah agar
melakukan pemutakhiran terhadap seluruh entitas yakni data Sekolah,
Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan data Sarana
Prasarana secara periodik dengan melakukan pengiriman data terbaru atau
Updating Data yang disesuaikan dengan setiap perubahan dan kondisi
terkini yang ada di sekolah.

3. Mendorong peningkatan Kualitas RKAS dan Kompetensi Pengelola
Keuangan Sekolah, secara khusus terhadap indikator Berdasarkan Hasil
Evaluasi Diri Sekolah dari Variabel RKAS dan indikator Pemahaman dan
Nilai dari Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan Sekolah yang
berdasarkan hasil analisis mendapatkan nilai terendah perlu untuk dilakukan

sosialisasi, dan bimbingan teknis secara intensif.
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